
Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan 

 

a. Pengguna layanan mengajukan permohonan tertulis berupa surat 

 permohonan bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek 

kerja lapangan yang dilengkapi  dengan  proposal 
bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan dan 

melampirkan profil pengguna layanan yang akan diajukan untuk program
 bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan. 

b. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan 

beserta proposal bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja 

lapangan kepada Kepala BPSIP. 

c. Kepala BPSIP mendisposisikan kepada subkoordinator TIM KERJA 

DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BPSIP PAPUA untuk dapat 
ditindaklanjuti. 

d. Subkoordinator TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN 

BPSIP PAPUA selanjutnya mempersiapkan surat balasan peserta

 bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja 
lapangan yang diterima dan mengirimkannya. 

e. Peserta bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan yang 

sudah dinyatakan diterima wajib mengikuti pertemuan teknis (technical 
meeting) di BPSIP dengan membawa surat keterangan sehat (khusus untuk 

magang/praktek kerja lapangan), mengisi formulir persetujuan/pernyataan 
melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan 

sesuai aturan yang ada. 

f. Peserta bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan 

melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja 
lapangan sesuai dengan proposal yang diajukan di bawah bimbingan 

pejabat/staf berwenang yang ditunjuk 

g. Peserta magang/praktek kerja lapangan membuat laporan hasil pelaksanaan 

magang/praktek kerja lapangan dan melaksanakan seminar hasil 

magang/praktek kerja lapangan di BPSIP, menyerahkan output hasil 
magang/praktek kerja lapangan serta menerima sertifikat magang/praktek 

kerja lapangan yang ditandatangani oleh Kepala BPSIP. 

h. Peserta bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktik kerja wajib mengisi 

Kuisioner 

Survei 

Kepuasan 
Masyarakat 

sebagai bahan 
evaluasi 

pelaksanaan 
kegiatan 

berikutnya. 
 

 

 
 

 
  


